FLRATURAN DALRAH
KABUPATEN DALRAH TINGKAT IT KEBUMEN
| NOMOR s+ 06 TAHUN 1978
TELTANG

PLRUMAHAN MILIK PhMuhIN”AH"DA&RAH hABUPAlEN DALRAH . 4
TINGKAT II KiSBUMEN- BAGI PARA PENJABAT DAN PLGAMAI— :
‘TERTENTU DAN KETENTUAN BESARNYA UANG SEVA, - S

DENGAIl RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI hEPALA DABRAH TIHGKAT II thUMEH

Menimbang $ 8. bahwa Poraturan Dacrah Daorah Swatantra Tingkat II Kebumen, -

‘ tanggal 21 Desember 1959 diundengkari tanggal 5 Oktobor1961
tontang Rumah-rumeh Pomorlntah Dacrah yang disediakan un =
tuk kediaman Ponaabat-pongabat dan Pogawai-pogawai. Pemerin
tah Daerah Swatantra. Pingkat ko=II Kobumen dipandang sudah
tidak sesuai dongan ketontuan yang bérlaku ‘sckaxran, ; karo-, -
nanya Foraturan Daerah.tersebut- porlu dicabut dan menetap-
kan suatu Peraturan Daerah yang baru

' be bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a diatas -
perlu diatur dalam suatu Peraturan Dacrah.

Mengingat ¢ 1+ Undang=-Undang omor 5 Tahun 1974 (Lembaran NGgara.th'1974-
Noe38) tontang Pokok—Pokok Pémerintahan di Daeorah

’

24 Undang-Undung Nomox -13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dae-
rah-Doerah Kpbupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tongah
JjoePeraturan Pomorlntah Nomor 32 Tahun 1950 $

. Memperhatikan: Surat Mentori Dalam Nogeri,tanggal 23 Nopembor 1977 No«KUPD: ~
8/4/23 porlhul pen;olasan mongenai rumah jaba%an ai- ﬂaerah.

Dengan per»etuauan Dewan Fexwakilan Rakyat Daerah habupaton Daerah Tlngkat -
II Kobumen,

-

M MU T U S h A N K

ienetapkan ¢ PERATURAN DALRAH hABUPATEN DALHAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG-
' PERUMAHAN MILIK PEMERINTAH DAERAH YANG. DIanIAKAN BAGI PARA -~
PENJABAT DAN PLGaVAL TLRLENTU DAN KLTENTUAN BESARNYA.UANG SE-

WA, sgbagai: borlkut : i :

:'jasal Te

Dalem Poraturan Daerah ini yang dlmaksud dengan H
0o Pemerintah Dacrah ialah Pemerintah Aabupaten Daerah Tingkat II Kebumen,
be Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Dasrah Pingkat II Kebumen ;

ce Ponjabat ialah Kepala Dacrah, Sokrotaris Wilayah/Daorah/serta Ketua dan -
Wakil-Wakil Ketua DFRD, Sckretaris DPRD, Pembantu Bupati *Kepala Daerah -
don Camat Kabupaten Daerah, Tlngkat II Kebumen, :

tah Daersh baik =

de Pegawai ialah Pogewal yang bekoraa dilingkungan Pomcrin

: yagv berstatus Pegawni Nurori Sipil lus&t maupun Pogawai ‘Wogeri Sipil. Dao
rohe ;

e@e Rumah Jabatan ialah rumah boserta porlen kapan yang dlsed*akan didalamnya
‘ oleh Pemerxntah Daerah wntuk kediaman para Penjabate -

£ Rumah Pegawal ialeh rumah yang disediaken oleh Pomcrlntah Uaerah untuk ‘di
diami para Pgegawal.

ge Uang sewa ialdh uwang sewa iumah tidak termasuk aliran listrik, gas dan f
air minum,

BAR=IT ' .. .cucaceaaa PO



bab~- Il
PLNGATURAN PERUMAHAN DAH BESARNYA UANG SEWA -
. Pasal 2._

1) Pada dasarnya apabila Keuangan daerah momungklnkan, Pemerlntah Daecxrah mo~ 1,
nyediakan perumzchan bhagi. penaabat maupun pegawai tertentu dilingkungan Pe
merintah Daerah. Sy

2) Dongan Surat Keputusan, hopala Daorah menentukan rumch-rumah yang disedi-
akan oleh Pemcrintah Daerah dan menantukan atau mencabut hak para Penja -
‘bat atau Pegawal yeng mompunyai hak atau kehilangan haknya untuk mondiaml
rumah- tersebut. F o L messs i oy [eed o , L}

Pasal 3.

1) Tlap-tlap rumah jabgtdﬁ .dilengkapi dengan porlengkepan rumah disesucikan-
‘dengan kemampuan keuongan Pgmerintah Dacrah, )
2);Rumah—rumah Pogawal tidak dlsedlakan porlonﬂkapkn rumah.-

§ g et o

“ pasay |45

‘hra penaabat yang mondlami rumah Jabatan tidak dlkonakan uang sewa rumah, bi
ye pemakalan aliran listrik, gas dan air minum. , '

N

g ?asai., 5., -

1) Dengan momperhaxlkam‘kla51f1ka31 rumah—rumah yang ada, Pegawal yang mendi
; .ami rumeh pegawail-dipungut. uang sewa.setiap. bulan yang bosarnya ditentu -
. .kan. sobagai bcrlkut R 3

as -rumah=rumah yang letaknya dldaorah torpcncll, sebesar 9% (sembllan pax &
‘sen) deri gaji pokok ‘ ;

_ be rumah-rumeh yang letaknya dldcoa—dosa sobesar 10p (sepuluh person) da- v
'; ri gaai pokok j .

~Ce TUM ah—rumah yang letaknya dllbakota hccamatan, sebesar 11p (sebelas -
. i.persen)idari gaji pokok A '

de rumah-rumoh yang letaknya’ dllbukota Kabupaton, sobosar 12% (duabelas -
person) dari gaji pokok.

2) a.’besarnya uang. sewa’ sebagazmana diatur. dulam dalam ayat (1) pasal ini -
j  adalah untuk rumah-rumah Pemerxntah Daorah dengan konstruksi pormanen;

:1-b. hesarnya uang sewa untuk ruman~rumuh Pcmermntah Dacrah dengan konstruk
- sl semi~permanen ditetapkan sebesar 50 (limapuluh persen) dari besay—
nya sewa scbagaimana dimeksud .ayat (1) pasal ini.

' Ce besarnya uang scwe untuk rumah-rumah Pemerintah Daerah dengan konstrulk
. 8i darurat ditctapkan sebesar 20% (duapuluh perscn) darl besarnya sowa
__ Sobagaimena dimoksud dyat (1) pasal ini.

}):Pemunvutan sewa sebagalmana ‘dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini dilakukon
e dengan galan momotong langsuno dari gqu Pogawai yang bersangkutano

Pasal 6. | o - 'f "  : )

axre penjabat yang tldak mondlaml rumah aabatan dlberlkan tunaangan porumahan
ang ‘besarnya ditontukan sobagal bcrlhut :

+ apabile ?emorlntah Daerah belum dapat monyedlakan perumahan para Penaabat—
- dimungkinken menyewa atau mengontrak -sebuah rumah’ dan ke¢pada yang bersang-
kutan diberiken ponggenti uang sewa atau kontrak sebesar 125 (duabeclas per
sen) dari® gaji pokok - Ponaabat yan' bcrsangkutan untuk tlap-tlap bulan.

b. agablla _ﬁ-o'oon;o'-voooo
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. apabile Pemerintah Dacrah sudah menyediakan runnh jabatan akan totapi
Ponaébqt yeng borsangkutan tidak atan tidak mau mendiami rumah jabat~ -
vang dlsodlakan,maka;Pomerintah Dacrah tidak nemberikan pengganti . -

vang sewaatau’kontrak dan lain=lgin, -

KEWAJIBAN PTMAKAI RUMAH JABATAH/PE&AWAI
Pasal 7,

Bagi para Penjebat yang mendieni runah jabatan sebagainana dimdksud,pasal 2
ayat (1) Peraturan Dacroh ini neripunyal kewajiban sebagai borikut

2.« nenjaga dan.atau nemclihara agar runsh jabatan‘%ormnsﬁk'halaman'dan'por- '
longkapan yang ada didelomnya selalu dalam koadaan torewat dengan baik ;
bs apabila mese jebatan Penjabat yang borsangkutan berakhir neka yangfber'~
sangkutan wajib mengombalikan rumah bescrts perlengkapannysa dalan keada-
- an baik kepada Pemerintah Daerah. ' ' - e -

Pasal 8;

Bagi para Pegawai yang dcndiami runah pegawai,sebagaimgna dinaksud pasal 2-

ayat (1) Peraturan Dacrah ini menpunyei kewajiban sebagal borikut :

aes nenjaga dan atau menclihars rumah beserte halanmannya égar sclalu terawat
dengan baik ;- . ‘ '

be mentaati scrua ketentuan—koyentuan yang ada'maupun yang:akah ditentukan-
oleh Kepala Dacrah ; B s = e : '

Cs apabila hak untuk mendiani rumah pegawai berakhir makd yangfbéfsangkutan_"
harus nengenmbalikan rumah dalan keoadaan baik kepada: Pererinteh Daqraha'

BAB -~ IV

BERAKHIRNYA HAK MENDIAMI RUMAH JABATAN/RUNAH PEGAVAT
Pasal 9, o

(1) Para Penjabat taupun Pogawni borakhir heknya untuk nendiani rumah jabat
an/rumnah pegawai karcna : T - i - I L

a, meninggal dunia ; ' : vt L , A ’  5
b. berakhir masa jabatan atau berhenti sebagai pegawai dengan hak pensi .
un 4. SR .

Co dib;rhoﬂtikan dari jobatannya atau diberhentikan sebagai pegawail ; }
de tidak dipenuhinyn ketentuan-ketentuan dalan Poraturan Dacrah ini se-
hingga Kepala Daerah nemandang perlu untuk mencabut hak tersebut ;

e« nutasi atau alih tugas neupun diakhirinya nasa perbantuan Pegawai -

yang bersangkutan, - :

(2) Dalam hal Pehjabat atou Pogawai yangbersangkutan neninggal dunia naka. .
terhitung scdak_hari-moninggalnya'kepada<kqluarganya dibo;; kesempatan -
untuk tinggal dalan rumahtersebut; kopada‘?onjabat.gtau'?ogaggi diberi ~
kescempatan untuk tinggal dalam rumak ‘terscbut sclama 3 (tiga) bulan.

(3) Selain hal sebagaimena dinaksud ayot (2) pasal ini meka terhitung mulai- -
- tanggal Yberakhirnya hok torscbut, kepada Penjabat atau Pogawai diberi ke
sempatan untuk tinggal dalaiml rumah’ tersebut selama ‘satu bulan.

Pasal 10, L

i ; neningge L ol , So inggu sebe -
(1) Kepada para Ponjabat yang aeninggalkan runash jabatan, satu ning
: lumnya diwajibkan molapor kepada Kepala Daerah dengan diseortail keterang-
- an bahwa runah beserts kolengkapan yang ada didalamnys masih dalan keadg
an baik. . .

: »
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a gawal ya akan nenlnggalkan runah Pegawail satu ninggu sc-
2 %iiignygaEZri: molapirniepada Kepala Daerah atau Penjabat yang ditunjuk-
”_"ﬂolehnya, dengan discrtai” bukti ‘bahwa yang bersangkutan tidak menpunyad -
" ‘huteang atau noninggalkan beban bagi Penorintah Daerah maupun penghuni sg
o lanjutnye yang borhubungzan dongan penbhunian rumah tersobut. :

| BA,B~V
LARANGAN DAN SANKSI
Pasal 11.

Bagi para Penjabat atau Pogewal yann mendiami runah atau rumah Pegawni dlla-
rang . -

Qe morubah, menambah "taupun mcnruranrl bannunan yunv ada tanpu porsetuauan-
'”"atau i;in dari Kopala Dgerah ; :

“be dengan cara apapun mengallhkun atau memindah tengankun hak uendiami atas=-
© rumah jabatan- atau rumnah pegawal atau kepade orang lain yanb tldak berhak
baik scluruhnya naupun - sebagian ; i . i

c.vmemakul rurnah aabatan atau rumah pcguwal untuk perbuatan-perbuatan yansg =
terccl atau nelanggar hukun, -

PaSal 12.

Bagi para Pengabat atau Povaw“l yang melanggar kotent usn~kotontuan dalan Pur
" ‘aturan Daerah ini.- dikenakan sanksi gebagai borikut :

as ‘diberi poringatan atau togoran ; C '
“b. berakibat jelek pada konduite Penjabat atau-Pogawai yang bersangkutan
Ci dicabut haknya untuk mondiami rumah jabetan etau runsh. pogawai.

v ‘1‘

Pasul' 13.“‘

(1) Dalam hal dicabut haknya untuk nendiani runah aabatan atau rumnah pegawai
raka Kopala Dacrah dapat nemerintahkan Ponjabat atau Pegawail yang ber -
sangkutan neninggalken dan nengosongkan runah yang didiaml itu.

(2) Apabila Penaabat atau Pegawai terscbut tidak nontaati perintah tersebut-
o nake pengosongan dlla&ukan oleh Konala Daerah atas biaya Penjabatenatau-
Pegawal yang bersangkutan, -

Dalan hal ini Kepala Daerah dapat mominta bantuan alat Kekuasaan Negara .

Pésal ?14-

(1), Akibat kelalaeian Penjabat dtad'Pogawai atau orang. dibawah penganbunanye

- o schingga berakibat rusak ‘atau nusnahnya runch jebatan atau runsh poga -

wai baik seluruhnys atau- sebzglan naka Penjebat atau Pegawai tersebut -
wajib mengenbalikan kerugian yang diderita oleh Pemorintah Daerah.

~(2) Apabila korusakan atau nusnahnya rumah jebetan atau- rurah pegawai diso=
433 “babkan hal-hal diluar kenanpucn Penjabat atau Pogawal yang bersangkutan
. maks penyelosaiaannya diatur lobih landut olch Kopala Dacrah,

: B A'B - VI‘
. LAIN.~ LAIN
' Pasal 15

~ Hal-=hal lain yang belum cukup afatur -dalan Poraturan Dacrah ini diatur lebih
. lanjut oleh Kepala Daorah.

BAB&VII . ovoo_vonoooooct‘vo
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BAB~VII
KETENTUAN. PENUTUP
- Pasal 16,
(1) Dongan borlakunya Poraturan Dacran ini tidnkoberlaku lagi Peraturan Da,o-
roh Swatantred Tingkat ke-II Kebuwton tanggal 21 Desombox 1959 diuwndangkan
pede tangmel 15 Oktober 1967 tentang Rumah-rumah Pemorintah Daorah yang-

discdiakan untuk kedienan Pejabat=-pejabat dan Pegawaj~peg awal Pomerintah
Dacrah Daorah Swatantra qugkat kQ—II Agbumen. .

(2) Peraturan Dacrah ini dupat ﬁlsobut Pereturan Daerah Kabunaton Dacrah -
Tingkat II Kebumen tontang "PERUMAHAI MILIK PWMBRIN”AH DAERAH DAN AETEN-r
TUAN BESARNYA UANG SEVA". '

(3) Peraturan Daerah. ini nulai be orlaku pada har; pertana setolah hari pcngqg
dangannya . A ) .
. -~ ; ; Kebunen, 27 Ma1et‘1978°
DEWAN: PERWAKYLAN RAXYAT DAERAH KABUPATEN  BUPATI KEPAIA DAERAH TING{AT'iI

WAFRAH TINGKAT II KEBUMEN,. -~ - - = ,*_' K BB U ME N
..-'~ R PR K G t u a’ y x ‘._.....v
ttd«f, RS L
SINGGIH RAMEIAN. ~° - S 7R, sompENO SOERJODIPRODJO.

Peraturan Daorah.ini dijalankan bordasar pasal 69 ayat ( ) dan ayat (2)
_ Undang—Undung No.5 Tahun 1974 - .

chumen, 12 Dcsonber 1978°  , A
BUPATT KnPALA DAERAHTINGKAT II KEBUMEN‘}A
ttd '
Roe SOLBENO SOERJODIPRODqu

Diundangkan pada tangzal 13 Desember 1978. "
Sckretaris Wileynh/Dgerah,

ttd

SOEPARNO&JJ‘ Mo L
" NIP. 010013919 . L
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PENJELASAN
. 3 S ATAS
PERATURAN 'DAERAH ‘KABUPATEN -DAERAH .TINGKAT II KEBUMEN
'NOMOR ¥ 06 TAHUN 1978
- "J,'LNTANG

PERUMAHAN MILIh PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN - DAERAH TINGKAT
1I KEBUMEN BAGL PARA PENJADAT DAN PEGAWAL TERTENTU DAN KE=-
TDNTUAN—KETENTUAN BESARN!A UANG QEWA-

UMUM! : s »4
Bahwa, Poraturan Daerah Dnereh Swwtantra Tiﬁgkat II Kobunen tangzal 21

~ Desember 1959 yang nehghh U %ontﬂng Runahe-pusiah Penorintal Dacrah yang -

dlsedlak an wntuk kedisnan PonaubathonJabwt dah Pegawai—Pegawel Pono rin-
tah Dacrah Dacrah Swatentra Tlngkat ke=II Keburmen sudah tidak sesuai la=

v gi dengan sztuasi dan kondisi serta ketcntuan—ketontﬁan yang berlaku se=-

karang sechingga atas Peraturen Dacrah tersebut porlu dicebut dan renetap
kan Peraturan Daerah yang baru scbagai penggantinya.

' Bahwa Perafuran'Daerah ini daitctapkan atas dasar petunjuk/ketentuasn =

-5d&ri>Departemgn‘Dalam Negeori dengansufatnya tanggal 23 Nopombor 1977 No,

- KUPD 8/4/23 yang.nenotapkan bescrnya ataupun pombedaan uang sewa antaras=

L

runah-runah daerah yang 1etaknym terpencily dideéaédesa, Kecanmatan nau =
pun Kabupaten. ‘;

Perlu ditegaskan pula bahwa biarpun fasilites antara rumah Jabatan -

dan rumnh pcgawai ada pembodaun noaun dalan PeraturanDaerah ini tidak di

bedakan adanya sanksi yang dikcnakan pada Penjabat ataupun Pcgawal yang=-
sana~sana tidak momatuhi Peraturan Dacrah ini.

Dengan. pengertlan bahwa scnua adalah samna dinmuka hukun.

t

PASAL DEMI PASAL : cukup jelass
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